PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR o1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 315

ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) bersama Bupati Bengkalis telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 8/1/2015
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan
Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten  Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah  Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2015;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12'Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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. Undang-Undang  Nomor - '17 T'ahun”2003 tentérig‘ Keuangan
Negara. (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2003 .

Nomor.-47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa :

= Nomor 4286),

.”"“Undang Undang Nomor 1 Tahun 12004 tentang
iPerbendaharaan : Negara (Lemba"ran' " Negara  Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara _
i Republlk Indones1a Nomor 4355) :

;»Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ‘Pemeriksaan

s Pengelolaan dan_ Tanggung Jawab Keuangan Negara
: (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4400)

- Undang- Undang -Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
- Perencanaan Pembangunan Nasional - (Lembaran Negara

~Republik ' Indonesia ~Tahun ' 2004 ‘Nomor 104, Tambahan '

embaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4421);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per1mbangan e

.. Keuangan - antara Pemermtah ‘Pusat dan - Pemerintahan

‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia .

. ;',_Nomor 4438);

10, 5
" dan Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia =~

Undang—Undarig Nomor 28’ Tahun 2009 tentang Pa_]ah Daerah

- Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara ‘
iy Repubhk Indones1a Nomor 4438), S 1 :

11

'Undang Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerlntahan

" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
-+ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema
« Nomor 5587), S R ‘ . \ .

e

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang‘

. Kedudukan Protokoler dan Keuangan leplnan dan Anggota
- Dewan . Perwak11an Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik

* " Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

:'  Negara Republik Indonema Nomor 4416) sebagaimana telah

“diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

~ tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 24
© " Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan -

. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - T

e ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
= Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesm Nomor
- 4540); - L : 3 : :

13,

“Peraturan Pemermtah Nomor 23 "Tahun '2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan  Umum (Lembaran

B ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
: ;Lembaran Negara: Repubhk Indones1a Nomor 4502) '

14,

Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

' Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia -

- Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o

E Indones1a Nomor 4503),

- 15.

Peraturan Pemermtah Nomor 54 Tahun 2005 tentang:

Pinjaman ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia _ -

J;,Tahun 2005 . Nomor 136, Tarnbahan Lernbaran Negara

. Repubhk Indonesm Nomor. 457 5), Wl
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16. Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem -
Informasi - Keuangan Daerah (Lembaran ‘Negara Republik *
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran ‘
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576)

17.Peraturan Pemerlntah Nomor 98 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah - (Lembaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran'
Negara Repubhk Indonesm Nomor 4578)

18. Peraturan Pemermtah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
' Pedoman Penyusunan dan- Penerapan -Standar = Pelayanan
- Minimal (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2005 -
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia -
Nomor 4585), N X

19.‘Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
~ Pedoman Pembinaan dan - Pengawasan Penyelenggaraan :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara . |

- Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 ‘Tah’un- 2006 tentan'g:

Pelaporan - Keuangan - .dan Kinerja Instansi Pemerintah.
(Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2006 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor
4578L.1, ; S . :

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun :
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
~ (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009
e ;Nomor03) S S . '

Dengan Persetu_]uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

‘Menetapka'n :

dan
BUPATI BENGKALIS
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN :. o
- DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN
ANGGARAN 2015 e o
| Pasal 1 : , - ,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015' |
adalah sebaga1 berlkut £ - : '

1. Pendapatan Daerah -~ Rp.3. 683.675.900.252,16

2. BelanjaDaerah ~  ‘Rp4.982.749.244.766,79

3. Pemblayaan Daerah ‘ S
a. Penerlmaan Rp 1 299 171 344 514 83 :
b. Pengeluaran Rp DGR 0, OO

o Surplus/(DeﬁS1t Rp 1. 299 171.344.514 83) e
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4. Pemblayaan Netto b Rp 1.299.171. 344 514 83

Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Rp o - .0,00 =
berkenaan R - , : '
- Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagalmana d1maksud dalam Pasal 1,
terd1r1 dar1 : : o ; R

a. Pendapatan Ash Daerah sejumlah Rp 337 287.017. 893, 16
b. Dana P¢r1mbangan rse_]umlah Rp. 3,108.683.559.359,00

" c. Lain-lain - pendapatan ‘daerah - ‘yang ~sah  sejumlah -
Rp 237 705 323 OOO OO | v SIS ‘

(2) Pendapatan Ash Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf a, terd1r1 dari jenis pendapatan

a. Pajak Daerah se_]umlah Rp. 48.825. 970 OOO 00
' b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 51. 255. 524 000,00 -

. c. Hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah yang d1p1sahkan sejumlah
Rp 36 498 000. OOO OO i o .

d. Lain- lain - Pendapatan Ash ‘Daerah: y’ang-‘ sah  sejumlah
‘Rp 200 707.523. 893 16 o ’ '

(3) Dana perlmbangan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf b,
terd1r1 dar1 _]enls pendapatan :

a. Dana bagl has11 sejumlah Rp 3 108. 683 559 359, 00
b. Dana aloka31 umum sejumlah Rp. ‘f; = 0,00

C. Dana alokas1 khusus sejumlah Rp o O ,00 -

. (4) Lain- 1a1n pendapatan ‘daerah yang Sah sebagalmana dimaksud -
pada ayat (1) huruf c, terd1r1 dar1 Jems pendapatan '

a. Hlbah sejumlah Rp O OO e
. Dana darurat scjumlah Rp. 0, o

b SR

C. ,Dana Bag1 Hasil PaJak se_]umlah Rp. 50 OOO OOO 000, OO

d. Dana = Penyesuaian - dan Otonoml -~ Khusus = sejumlah
. Rp '180,571.323.000, 00 - AT : :

e. Bantuan keuangan dar1 prov1n31 atau dar1 pemerlntah daerah
' 1a1nnya sejumlah Rp 7 134 OOO OOO OO ' ‘

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebaga1mana dlmaksud pada dalam Pasal 1
terdlrl dar1 i : : :

a. Belanja T1dak Langsung se_]umlah Rp 1 993 473 860 537, 79
b, Belanja Langsung se_]umlah Rp 2, 989 373 384 229 20 - '

(2) Belanja Tidak Langsung sebagalmana d1maksud pada ayat (1)"‘ o

huruf a, terdiri dari jenis belan_]a

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.-1. 203 814 1 13. 468 21
b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0,00 - ’ B
C. Belan_]a sub31d1 se_]umlah Rp 1 1 652 340 735 OO




‘d Belan_]a hlbah se_]urnlah Rp 170 308 535 400 OO : :

e Belanja bantuan sosml sejumlah Rp 8 280 100 OOO OO

' 'ff BelanJa bag1 has11 sejumlah Rp 10. 008 149 400 OO TR
g Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 584.983. 743 ooo oo ) fae -
h Belanja t1dak terduga sejumlah Rp 4 426 878 534, 58 ERA G

(3) BelanJa Langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b s
: terd1r1 darl Jenls belanJa : Fana. ‘ v -

| a. Belanja pegawal se_]umlah Rp 172 331 649 062 00

, b Belanja . belanja barang dan Jasa SC_]umlah o
~ Rp. 893.783.632.559, 20 | ,

c Belanja modal sejumlah Rp 1 923 258 102 608 OO

Pasal 4

(1) Pemblayaan Daerah sebagalmana dlmaksud pada dalamv
Pasal 1, terdiri dar1 : S . e

g a. Pener1maan se_]umlah Rp 1 299 171 344 514 ()o
: b. Pengeluaran sejumlahRp. =~ - 0,00 St iy
(2) Penerlmaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a
. terd1r1 darljenls pemblayaan e
©a Sisa Lebih - Perhltungan , 'A'rigga'ran : Tahun Anggaran o
Sebelumnya (SlLPA) sejumlah Rp. 885. 808 033.708,83
' b. Pencalran dana cadangan sejumlah Rp 413 363. 310 806 OO ’
o Hasﬂ pen_]ualan kekayaan daerah yang dlplsahkan sejumlah

d. Penenmaan plnjaman daerah sejumlah Rp O OO i

1 ‘:fe.' Penerlmaan kembah pemberlan plnjaman se_]umlah Rp 0, 00

f. Penerlmaan plutang daerah sejumlah Rp 0 OO

(3) Pengeluaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b,
: ‘terd1r1 dar1 Jenls pemblayaan et S e :

- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp o, OO

b penyertaan modal (1nvesta31) pemermtah daerah se_]umlah
- Rp. 0,00 : ~ : B

e pembayaran pokok utang se_]umlah Rp O OO

E d pemberlan plnjaman daerah se_]umlah Rp O OO

Pasal 5 ; _ Lo

(1) Dalam hal terdapat damrat dalam pelaksanaan APBD Pemermtah e e
 Daerah dapat melakukan ‘pengeluaran yang ‘belum tersedia R
».anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - i
‘Tahun ‘Anggaran - 2015 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 S

. yang selanjutnya: dlusulkan dalam Rancangan Peraturan- Daerah_’___u,,_jf
~tentang. Perubahan APBD dan/ atau’ dlsampalkan dalam laporan.
reahsa51 anggaran , Gl ~ o




(2) Kr1ter1a untuk keadaan darurat sebagalmana dlmaksud pada T
~ayat (1) sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerlntah
- daerah dan tidak dapat diprediksikan: sebelumnya ’

vb Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan: pengaruh pemerintah daerah

d.Memiliki dampak yang _signifikan ' terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan ‘

€. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak ' i

(3) Krlterla belan_]a untuk keperluan mendesak sebagalmana dlmaksud‘

10.

11.

pada ayat (2) huruf e mencakup

a. Program dan keglatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedla dalam tahun anggaran ‘berjalan;
dan S :

b Keperluan mendesak laJnnya yang apab11a d1tunda akan
menimbulan kerugian yang 1eb1h besar bag1 pemerlntah daerah
dan masyarakat :

Pasal 6

; Uraian leblh lanJut Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah
- sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
- Peraturan Daerah ini, yang merupakan baglan yang tidak terplsahkan' :

- dari Peraturan Daerah ini, yang terd1r1 dar1 : :

1.
2.

Lampiran ‘ngkasan APBD |
Lampiran II - ‘Ringkasan APBD menurut urusan pemermtahan'“‘ e
. daerah dan organisasi SKPD; '
Lampiran I‘II \Rlngkasan APBD menurut - Urusan pemermtahan o
S ¢ . daerah, organ1sa31 SKPD pendapatan belanJa dan-
\ Sl pemblayaan e ‘ '
. Lampiran IV - Rekapitulasi - belanja ' menurut urusan

”‘-pemerlntahan daerah, orgamsas1 SKPD, program, :
= *dan keglatan S :

Lampiran V _ RekapltulaSI belan_]a daerah untuk keselarasan dan

\keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan k g
- fungsi - dalam kerangka pengelolaan keuangan S s

- . daerah; o
Lafnpifaq\VI»f"~ ‘Daftar - Jumlah | pegawa1 pke‘r ,golongan _dan
S perJabatan S S T

Lar‘npiranviV'I‘I‘ Daftar plutang daerah

. Lampiran VIII - Daftar penyertaan modal (1nvesta31) daerah

Lampiran IX:  Daftar perkiraan. penambahan dan pengurangan
0 R aset tetap daerah S ~ , ,
Lar’npiran_X,‘ i Daftar - perklraan penambahan dan pengurangan
A e _’asetlaln -lain; S ‘

'Lampiran XI Daftar - keglatan keglatan A :tahunf‘ anggaran

. sebelumnya ' yang = belum  diselesaikan dan
Sl dlanggarkan kembah dalam tahun anggaran ini; -
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12. Larnplran XII % Daftar dana cadangan daerah dan

13. Lampiran XIII Daftar p1nJaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati - menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja: Daerah sebagal landasan operasional
. _pelaksanaan APBD ‘ ~ :

L el

g Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum dialokasikan dalam
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
sebagaimana dimaksud ' dalam Pasal 1, Bupati melakukan
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah
: sebagalmana d1maksud dalam Pasal 7. : :

(2) Laln - Lam Pendapatan Daerah Yang Sah sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) adalah pendapatan daerah yang sudah d1tetapkan‘
- peruntukannya 2 S . '

(3) Perubahan pen_]abaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
- selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Peraturan
Daerah tentang APBD dan/ atau - dlsampalkan dalam laporan_,
o reahsa31 anggaran ‘ : o .

Pasal 9 5'

Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setlap orang mengetahulnya memermtahkan pengundangan .
Peraturan Daerah ini_ dengan penempatannya dalam Lembaran .

Daerah Kabupaten Bengkahs

Dltetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1§ Jamwari 2015

/}»

(W.,/ H. HERLI AN SALEH

‘Diundangkan di Bengkalis -
‘kpada tanggal 1% Januri 2015 : R
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR o1




